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KATA PENGANTAR 

 

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna 

Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan 

keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. 
 

Balai Riset Pemuliaan Ikan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah 

Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan 

akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan 

menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan 

Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. 
 

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Riset Pemuliaan Ikan mengacu pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam 

Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis 

akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, 

akurat dan akuntabel.  
 

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna 

kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan 

akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara 

pada Balai Riset Pemuliaan Ikan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga 

dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan 

keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance).  
 
 
 Subang, 2 Mei  2025 

Kepala Balai, 
  

 
 
 
 
 
Agus Cahyadi, S.Pi, M,Si 
NIP. 19750809 200604 1 002 
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PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 
 

Laporan  Keuangan  Balai Riset Pemuliaan Ikan yang terdiri dari: Laporan Realisasi 

Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas 

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan 

tanggung jawab kami. 

 

Laporan  Keuangan  tersebut  telah  disusun  berdasarkan  sistem  pengendalian intern 

yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi 

keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Subang, 2 Mei 2025 

Kepala Balai , 

 
 
 
 
 

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 

MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN 
BALAI RISET PEMULIAAN IKAN 

JALAN RAYA 2 SUKAMANDI PANTURA, PATOKBEUSI, SUBANG, JAWA BARAT 41263 
HOTLINE : 0821 1616 8500 

LAMAN : https://kkp.go.id/brpisukamandi SUREL : info.bppi@kkp.go.id 

  
 
 
 
 
 
Agus Cahyadi, S.Pi, M,Si 
NIP. 19750809 200604 1 002 
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PERNYATAAN TELAH DIREVIU 

LAPORAN KEUANGAN BALAI RISET PEMULIAAN IKAN 

TAHUN ANGGARAN 2024 

 
 

 
Kami telah mereviu Laporan Keuangan Balai Riset Pemuliaan Ikan Tahun Anggaran 

2024 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, 

Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan 

Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang 

dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Balai Riset 

Pemuliaan Ikan. 

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, 

dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan 

transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang 

lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan 

untuk menyatakan pendapatan atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh 

karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu. 

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa 

laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-

undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan 

perundang-undangan lain yang terkait 

 
 

                                                                                            Subang, 2 Mei 2025 
                                                                                            Kepala Balai,  
      

Tim Penilai PIPK 
 

 
 

                                                                                            Agus Cahyadi, S.Pi, M.Si 
                                                                                            NIP 19750809 200604 1 002 

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 

MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN 

BALAI RISET PEMULIAAN IKAN 
JALAN RAYA 2 SUKAMANDI PANTURA, PATOKBEUSI, SUBANG, JAWA BARAT 41263 

HOTLINE : 0821 1616 8500 
LAMAN : https://kkp.go.id/brpisukamandi SUREL : info.bppi@kkp.go.id 
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II. NERACA  

BALAI RISET PEMULIAAN IKAN 
NERACA  

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 
 

 (Dalam Rupiah) 
CATATAN 31 DESEMBER 2024 31 DESEMBER 2023

C.1
Kas di Bendahara Pengeluaran C.1.1 -                                              -                                              
Kas di Bendahara Penerimaan C.1.2 -                                              -                                              
Kas Lainnya dan Setara Kas C.1.3 -                                              -                                              
Piutang Bukan Pajak C.1.4 398.768.750                         179.457.500                         
Bagian Lancar TP/TGR C.1.5
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran C.1.6
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek C.1.7 (1.993.845)                            (897.288)                               
Beban Dibayar di Muka C.1.8 -                                              -                                              
Pendapatan yang Masih Harus Diterima C.1.9
Persediaan C.1.10 263.366.009                         400.025.484                         
Jumlah Aset Lancar 660.140.914                         578.585.696                         

C.2
Tanah C.2.1 525.508.898.000                 525.508.898.000                 
Peralatan dan Mesin C.2.2 17.248.779.170                   18.953.749.256                   
Gedung dan Bangunan C.2.3 22.230.567.636                   22.402.249.636                   
Jalan Irigasi dan Jaringan C.2.4 32.798.095.000                   32.798.095.000                   
Aset Tetap Lainnya C.2.5 282.535.790                         287.585.790                         
Konstruksi dalam pengerjaan C.2.6
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap C.2.7 (34.191.153.600)                  (33.989.027.447)                  
Jumlah Aset Tetap 563.877.721.996                 565.961.550.235                 

C.4
Properti Investasi C.4.1 171.682.000                         -                                              
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi C.4.2 (30.445.473)                          -                                              
Jumlah Properti Investasi 141.236.527                         -                                              

ASET LAINNYA C.5
Aset Tak Berwujud C.5.1 -                                              20.500.000                           
Aset Lain-Lain C.5.2 2.349.985.400                      1.169.544.000                      
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya C.5.3 (2.338.418.726)                    (770.920.463)                        
Jumlah Aset Lainnya 11.566.674                           419.123.537                         

JUMLAH ASET 564.690.666.111                 566.959.259.468                 

C.6
Uang Muka dari KPPN C.6.1 -                                              -                                              
Utang kepada Pihak Ketiga C.6.2 49.371.149                           61.416.738                           
Utang yang belum Ditagihkan C.6.3 -                                              
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 49.371.149                           61.416.738                           

49.371.149                           61.416.738                           

Ekuitas C.7 564.641.294.962                 566.897.842.730                 
JUMLAH EKUITAS 564.641.294.962                 566.897.842.730                 

564.690.666.111                 566.959.259.468                 

URAIAN

KEWAJIBAN

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

ASET

ASET TETAP

ASET LANCAR

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS

PROPERTI INVESTASI

 
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Laporan Keuangan 
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selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan 

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.  
Beban 

 
(4) Beban 

 Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam 

periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa 

pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.  

 Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi 

aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.   

 Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan 

selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan 

dalam Catatan atas Laporan Keuangan.  
Aset 

 (5) Aset   
Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka 

Panjang dan Aset Lainnya. 

Aset Lancar 

 
a. Aset Lancar 

 Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas 

dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan 

menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. 

 Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga 

disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam 

bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.  

 Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:  

a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi 
apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan 
Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat 
keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.    

b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat 
peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan 
naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara 
jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal 

c) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat 
direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan 
membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut 
didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan 
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jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. 
Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:  

 

Kualitas 

Piutang 

Uraian Penyisihan 

Lancar 
Belum dilakukan pelunasan s.d. 

tanggal jatuh tempo 
0.5% 

Kurang 

Lancar 

Satu bulan terhitung sejak tanggal 

Surat Tagihan Pertama tidak 

dilakukan pelunasan 

10% 

Diragukan 

Satu bulan terhitung sejak tanggal 

Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan 

pelunasan 

50% 

Macet 

1. Satu bulan terhitung sejak 
tanggal Surat Tagihan Ketiga 
tidak dilakukan pelunasan 

100% 2. Piutang telah diserahkan kepada 
Panitia Urusan Piutang 
Negara/DJKN 

 

 Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) 

yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca 

disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.  

 Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada 

tanggal neraca dikalikan dengan: 

 harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian; 
 harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; 
 harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh 

dengan cara lainnya.  
 

 

Aset Tetap 

 

 

 

 

 

 

 

 
b. Aset Tetap 

 Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan 

oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang 

mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. 

 Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga 

wajar.  
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Penyusutan aset 

tetap 

 

 Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum 

kapitalisasi (PMK.181/PMK.06/2016) sebagai berikut: 

a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan aset 

tetap renovasi peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan 

atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah); 

b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan dan aset tetap 

renovasi gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan 

atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah); 

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum 

kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali 

pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap 

lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak 

kesenian. 

 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional 

pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan 

jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin 

berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata 

ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir 

direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya. 

 Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, 

dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari 

entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang  

pengelolaan BMN/BMD. 

 

 

c. Penyusutan aset tetap 
 Penyusutan  aset  tetap  adalah  penyesuaian  nilai  sehubungan  

dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. 

 Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: 

a. Tanah 

b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) 

c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen 

sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang 

yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan 

penghapusan 

 Penghitungan  dan  pencatatan  Penyusutan  Aset  Tetap  
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dilakukan  setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya 

nilai residu. 

 Penyusutan  Aset  Tetap  dilakukan  dengan  menggunakan  

metode  garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat 

disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama 

Masa Manfaat. 

 Masa  Manfaat  Aset  Tetap  ditentukan  dengan  berpedoman  

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang 

Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik 

Negara berupa Aset Tetap pada Entitas  Pemerintah  Pusat.  

Secara  umum  tabel  masa  manfaat adalah sebagai berikut: 

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap 

Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat 
Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun 

Gedung dan Bangunan 
10 s.d. 50 

tahun 

Jalan, Jaringan dan Irigasi 5 s.d 40 tahun 

Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) 4 tahun 
 

 

Piutang Jangka 

Panjang 

 

 
d. Piutang Jangka Panjang 
 Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan 

akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan 

setelah tanggal pelaporan. 
 Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan 

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan 

nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan. 
Aset Lainnya 

 
Aset Lainnya 

 Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, 

dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah 

aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih 

dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga 

(kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya. 

 Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu 

sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi. 

 Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan 

metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan 
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masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. 

 Masa  Manfaat  Aset  Tak Berwujud  ditentukan  dengan  berpedoman  

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa 

Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset 

Tak Berwujud pada Entitas  Pemerintah  Pusat.  Secara  umum  tabel  

masa  manfaat adalah sebagai berikut:  

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud 

Kelompok Aset Tak Berwujud 
Masa Manfaat 

(tahun) 
Software Komputer 4 

Franchise 5 

Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, 

Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain 

Tata Letak Sirkuit Terpadu. 

10 

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten 

Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman 

Semusim. 

20 

Hak Cipta Karya Seni Terapan, 

Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan 
25 

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak 

Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak 

Ekonomi Produser Fonogram. 

50 

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I 70 

 

 

 Aset  Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai 

buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.  

 Kewajiban (6) Kewajiban 
 Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi 

pemerintah.  

 Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka 

pendek dan kewajiban jangka panjang. 

a. Kewajiban Jangka Pendek 

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek 

jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua 
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